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KABUPATEN PESISIR SELATAN .

bahwa berdasarkan| Keputusan EBupati Pesisir Selatan Nomor : 900/96
/Kpts/BPT-PS/2018 | tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatarg Nomor 900/24/Kpts/BPT-
PS/2018 tentang Penunju Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna
. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran dan |Bendahara | Pengeluarary Pembantu pada Dinas
Pemberdayaan Masgyarakat| dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

bahwa menindaklanjuti maksud huruf a di |atas, maka perlu ditunjuk
Pegawai Negeri Sipjl (PNS) sebagai Pejabat |Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir

ang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daeraly Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun [1956 Nomor 25) jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembarar] Negara Rapublik Indonesia
Tahun 1957 Nomof 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tlahun 1958 Nomor 108,
ia Nomor 1643);

y

ntang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik| Indonesia Nomar 47, Tambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahup 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara

Undang-Undang 5 | Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tgnggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia [Fahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia INomor 4400)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentgng Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah |Pusat can Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Ngmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik|Indonesia Tahur 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $494);
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(Lembaran Negara| Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara| Republik |ndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah Heberapakali diubah terakjir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentar}g Pemerintahan |Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tgmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Eahm 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang omor 30 | Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Ifdonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomoer
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun| 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan engawa%an Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2005 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonTia Nomor 4593);

t

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansf Pemerintah (Lembaran [Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor |25, Tambahan Lembaran| Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); g

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tghun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neggeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan |Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri| Dalam | Negeri Nomor| 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Prodyk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belapja Daerah Tahun Anggaran
2017;

Peraturan Daerah |Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pokok-pokgk Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah | Kabupaten | Pesisir Selstan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah | Kabupaten | Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017

tentang Anggaran |Pendapatan dan Belanjg Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati |Pesisir |Selatan Nomor| 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pgkok, Fungsi, Tata Kerja dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendaliah Penduduk dan Keluarga [Berencana;

Peraturan Bupati | Pesisir | Selatan Nomor| 53 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja| Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pegawa| Negeri Sipil sebagai |Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) pgda Dinas [Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Pendudyik dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 201§ sebagajmana tercantum|pada lampiran keputusan ini

yang merupakan bagign yang tidak terpisahkan.




KEDUA , : Tugas dan Kewajiban

ejabat eléksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah
sebagai berikut : ?

1. Menyiapkan Rencanpa Pengel laan Kegiatan;
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan,

3. Mengusulkan Kebutyhan biaya harian, mingguEn dan bulanan kegiatan

kepada Pengguna Ahggaran/Kuasa PenggunalAnggaran;
4. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan,;
5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Rengeluaran Pelaksanaan
Kegiatan;
6. Me?wyiapkan dan mempertanggungjawabkan atas Pengeluaran Kegiatan
beserta bukti-bukti yang sah;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolagn Keuangan Daerah.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya|Keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran endapatan  dan Belanja Daerah pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Resisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berjaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat [kekeliruan dalam Surat [Keputusan ini, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal (9 Januari 2018

Pit. KEPALA,

~ HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

[IMBUSAN Yth. ;
I Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2 Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatpn di Pa:nan
3 Kepala BPYD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

1 Yang bersangkutan

S Pertinggal




- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

LAMPIRAN
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 09 ISKIDPMDPP&KB-PS/2018
TANGGAL : 19 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN .
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 .
No Nama/NiP/Pangkat Program dan Kegiatan Keterangan
1 2 3 4
1 | RINI DELFI PARMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19681225 199003 2 005
Penata Muda Tk. 1/1ll.b

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman

2 ABDUL HAMID, SP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19751214 200801 1 009 1. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penata /lll.c 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan Festival Langkisau
3 FEBRIYANDI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19750209 199403 1 001
Penata Muda Tk. I/ lil.b

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Penyediazn Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

R
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No Nama/NIP/Pangkat Program dan Kegiatan Keterangan
1 2 3 4
4 YASRIZAL, SH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
19641126 198903 1 001 1. Pemutakhiran data Profil Nagari dan Data IDM Nagari
Penata Tkl / lll.d 2. Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari
1. Pendampingan Pelaksanaan TMMD
5 ARTA, S.Sos Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
19650719 198602 1 004 . 1. Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakl at(BBGRM) Tingkat
Penata Tk./lll.d Kabupaten
Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari
1 Pembinaan Adminstrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Dasa/Nagar (P3MD)
6 ASLINDA, SH Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagarl
19730801 199403 2 003 1. Pemberdayaan Kelembagaan Tim Pengerak PKK Kabupaten
Penata—HcHd
7 ISMANDRI, S.So0s Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari
19660828 198602 1 002 1. Pemberdayaan Keberanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Penata Tk.I/11l.d Nagari (BP-SPAMS)
8 SYAMSUARDI, SP Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
19600729 198803 1 004 1 Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari
' Penata Tk.I/ liL.d ,m
9 MAISARAH, SH Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari e : =Ry e J
! | 19640531 198803 2 002 1~ Pembinaan dan Pelatihan Bumnag dan Lembaga Ekcnomi Masyarakat Nagari |
Penata Tk.i/lilL.d
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No Nama/NIP/Pangkat Program dan Kegiatan Keterangan
1 2 3 4
10 | FEBRINALDI Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari
18650213 198603 1 005 1. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagan
Penata Tk.l/ lll.d
11 | RINA DESWALTI, SE Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari
19691225 199311 2 001 1. Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari
Penata/lll.c
12 | MIRZA ISWANDI, SKM Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari
19740814 200501 1 010 1. Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari
Penata Muda Tk.I/1ll.b
13 | ALINASRIL, S.Sos, M.Si Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari
19611231 198602 1029 T Penyelesaian Konflik Pemerintahan Nagari
Pembina/ IV.b
14 | HENDRAWATI, SKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan keluarga Berencana (DAK Bidang

19720229 199101 2 001
Penata / lli.c

Keluarga Berencana)
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK
Fisik)
| 3 Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

Program Pelayanan Keiuarga Berencana
1. Bhakti KB Kes iBI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore




No

Nama/NIP/Pangkat

Program dan Kegiatan

Keterangan

2

15

ARFINUS DAMRIL, SH
19641231 198602 1 037
PenataTk. 1/1ll.d

3

4

Program Penguatan Kelembagaan
1. Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga

PH. vam_m @.:mm Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

glian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

HAMDI, Si

NIP. 19740530 200003 1 005
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